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Pertanyaan Wawancara Hakim Pengadilan

Sebagai Pewawancara (Gentry Brief Senaen_B011171022)
Sebagai Narasumber (Hakim ___)

Topik:
“Analisis Gugatan Perceraian Istri Prajurit THNI Tanpa Izin Atasan”

Pertanyaan Terkait:

Keterangan: P = Pewawancara, M = Narasumber.

P: Apa vang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan perceraian?

M:

P: Apakah Anda pernah mengadili kasus perceraian anggota TNI?

M:

P: Apa yvang membedakan kasus perceraian anggota THI dan sipil?

M:

P: Dapatkah seorang istri prajurit THI mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan?
M:

P: Bagaimana tanggapan Anda dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri
anggota THI tanpa adanya surat izin cerai dari atasan?

M-

P: Apakah pengadilan tetap memproses gugatan perceraian tanpa adanya surat izin
cerai dar atasan yang bersangkutan?

M

P: Merujuk pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020 kKamar agama mengenai
permohonan/gugatan perceraian dari anggota THNI/Polri maupun pasangannya hamus
melampirkan surat iZinfpemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang. Jika
tidak maka pengadilan akan melakukan penundaan selama 6 bulan dan
membertahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung. Dalam proses
penundaan ini, apa saja langkah yang dilakukan oleh pengadilan umiuk kasus
perceraian ini?

M:
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Pertanyaan Wawancara Atasan THNI

Sebagai Pewawancara (Gentry Brief Senaen_BO011171022)
Sebagai Narasumber (Atasan ...)

Topik:
“Analisis Gugatan Perceraian Istri Prajurit THI Tanpa |Izin Atasan®

Pertanyaan Terkait

Keterangan: P = Pewawancara, N = Narasumber.

F: Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kasus perceraian di lingkungamn TI?
M:

F: Apa yvang membedakan kasus perceraian anggota THNI dan sipil?

M:

F: Bagaimana tanggapan Anda dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh istr
anggota THNI tanpa adanya surat izin cerai dari atasan?

M

F: Apa tindakan yang Anda lakukan apabila mengetahui salah satu dari prajurit Anda
melakukan perceraian tanpa adanya surat izin dari atasan?

M:

P: Sebagaimana yang saya ketahuwi, adanya penundaan selama 6 bulan dar
pengadilan jika adanya proses perceraian anggota THI tanpa adanya surat izin atasan

dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan. Pertanyaan
saya, apa langkah atau findakan yvang Anda lakukan sebagai atasan?

M:

P: Bagaimana jika tidak tegadinya proses mediasi antara kedua belah pihak?

M:

P Apa konsekuensifsanksi yang diterima jika persidangan tetap dilanjutkan dan
sampal dinyatakan putus oleh pengadilan?

M:

Catatam:

Pertanyaan bisa saja bertambahiberkurang tergantumng dar jawaban Marasumb-er.
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